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Menmmbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARGLANGUN

S

NOMOR. : 3:}, TAHUN 2001

TENTANG

ISAHA PERTAMBANGAN UMUM DATAM
RABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATISAROLANGUN.

baliwa dengan dibeniukava Kabupaten Sarolangun berdasarkan Undang-
undang MNomor 54 Tahun 1999 dan perlu diadoken penataan dan
pengatiran dalam Pemerintahan Daerah

baliwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nemor 25 Tahen 2000 tentang kewenangan Pemerintah
dan kewenangan Propinst sebagai Daerah Otonomi, maka periu
ditetapkan Peraturan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan ingas
pemerintah dibidang Pertambangan Umum.

RBahwa dalam rangka pelavanan prima pada usabha Pertambangan
umui, maka perlu diatwr secara terpadu sehingga dapat menjamin
kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam dan berwawasan
lingkungan

Bahwa untuk terciplanya pengusahaan bahan galian secara profesional
diperhukan kaidsh-kaidah pertambangan yang benar dan efisien,
sehingga dapat terwuind system pembangunan pertambangan vang
berkelanjutan.

bahwa untuk tertibnya Hukum dan Adminisfrasi ugaha Pertambangan
Umum dalam Kabupaten Sarolangun perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tshun 1999 Nomor 182 |, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3900 };

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967  tentang Ketentuan —
ketentuan  Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun -

3. Unlang-Undang Nomwor 25 ...
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3. Undang-undang Nomor 6 Tzhun 1958 teptang Penanaman Modal Dalam
Negeri telah dshab dengan UL Nomer 12 'Vahan 1970 tentang Pervbahan
dan tambakan U7 Womor ¢ Tahun 1968 (Lsmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1970, Nomor 47, Tambahan Leisbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2944);

4. Uundang-Undang Womeor 1 Tahun 1970 tentang Keselamaian Kerja;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidena

{ Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Leinbaras Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

;ﬁx

i uﬂm;g-‘tmfmng Nomor 23 "Yahon 1997 tentsng Pengelolasn Lingkungan
haup (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nowor 68, Tambahan Negara RI
35993,

7. Undang — Unduang Nomor 22 tabun 1999 Tentang Pemerintahan Daersh
{Lowburan Negara RI Tulan 1999 Nomor 60, Tambaban Lemberan Negara
RiNomor 3939 Y;

B Undang-Undang Nomer 235 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Kevangan
antura Pemerintzh Pusat dan Daersh ( Lembm‘an Negara Tahun 1999
Mamor 7 7\

o

Peraturan Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Labupaten Sarslangun, Fabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
¥ abupaten Tawjung Jabuug Timur {Lembearan Negera Tahua 1999 Nomor
1%2 , tambahan Lembaran Meoara Nomor 3909 ),

10. Perpturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1969 tertang Pelaksanaan UU
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuap-zeientuan Pokok Pertambangan
{Lembaran Negara Repubiik indouesia Tahun ¢9 Nomor 60, mmbahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nowmor 2916);

Li. Veraturan Pemermntah No. 19 ‘Tahun 1973 tentane Pelimpahan Pengawasan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan kepada Departemen
Pertambangan dan Energi.

12, Peratran Pemenntah Nomor 27 Tahun 1980 tentzng Penggolongan Bahan-
vaben Galisn (Lembaran Negara Republik Ludouesia Tahun 1980 Nomor
47, tambahan Lembaran Megara Nomor 2174).

i3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atan Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pgjak yang berlaku pada Departemen
Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangsn Umum (Lembaran
Negara Kepublik Indonesia T'shun 1998 Nomor 931

14. Peraturan Pemerinteh Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik
Ludonesia Nomor 1258).

15, Peratwan Pemermtah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Anahisizs Mengena

Dampsk Lingkungan (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
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16. Peraturan Pemerinteh Noo 13 Tohun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan

(iahan

17. Peraturan Pemerintah Noiwor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran
Negara Kepublik indonesia fahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran
Negura Republik Iudouesia INomor 3952).

18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

19, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekmk Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang
Rancangan Peramran Femerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70},

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN UMUM DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengaii

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Fabupaten Sarolangun.

2. Daerah adalah Kabupaten Saroiangun.

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvai Daerah Kabupaten Sarolangun.

4. Bupati adalah Bupatt Sarclangun.

S. Dinas/Bagian adalah Dinas/Bagian tekhmis yang mengurus atau mempunyal tugas
dibidang pertambangan.

6. Kepala Dinas/Bagian adalah epala Dinas/Bagian tekhnis yang mengurus atau

mempunyai tugas dibidang pertambangan.

7. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiafan pertambangan selain minyak dan gas
vang meiiputi Penveiidikan Umum, Ekspiorasi. Ekspioitasi, Pengolaban/Pemumnian,
Pengangkutan dan Penjualan.

8. Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara geelogi umum, geofigsika di daratan,
perairan dan udara dengan maksud untuk membuat peta geologt umum atau untuk
wenetapkan landa-tanda adanya bahau galian tambang,

9. Eksplorasi adalah scgala kegiatan penyclidikan geologt atau pertambangan yang tujuannya
untuk menetapkan lebih teliti‘ceksama mengenai «itat, letakan dan dimensi bahan galian.

10. Eksploitasi adaiah segaia kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan/memproduksi bahan galian tanbang dan memanfaatkannya.

11. Pengolahan/Pemurmian adalah pekerjasn yang tujuannya untuk memngkatkan mutu bahan
galian tambang serta untuk memantaatkannya dan memperoleh nnsur-nnsur/mineral yang
terkandung dalam bahun galian tambung.

12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan
atan dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ke tempat lain.
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13. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau  hasil
pengolahan/pemurman bahan gahian tambang,

i4. Rekiamasi adalah segaia kegiatan vang twjuannya untuk memperbaiki, mengembalikan
kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan vang diakibatkan kegiatan usaha
pertambangan nmum.

5. Jaminan rekiamasi adalah dana vang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai
Jaminan untuk welakukan reklamasi dibidang pertambangan umuin,

16.1zin Usaha Pertambangan selanjutnya discbut IUP adalah wewenang yang diberikan
kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik
berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2DB).

17. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang vang diberikan oleh Pemerintah
kepada badan/perorangan nntnk melaksanakan usaha pertambangan umum.

i8 Konfrak Karva seianjuinva disebut KK adaiah suatu Perjanjian Pengusahaan
Pertambangan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta
Asing atan patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional,

19. Perianitan Karva Pengusahaan Pertambangan Batnbara (PKP2B) adalah suatu perjanjian
pengusahaan pertambangan  balubara antwra Pewerintah RI dengan  Swasia
Asing/Nasional, atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nastonal.

20. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian
wewenang untuk meiakukan kegiatan usaha pertambangan umum.

21. Pertambangan Rakyal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat
sptempat,

22. Wilavah provek adalah suatu wilayah kegiatan vang berada diluar wilayah [zin Usaha
Pertambangan {IUP) uniuk menunjang kegiatan usaha periambangan.

23. Easte adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (inferburden)
atan disekeliling bahan galian vang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.

24. Jusa pertambangan adalah kegialan usaha jasa penumjang vang berhubungan dengan
kegiatan usaha pertambangan umum.

BDAD I
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pusul 2

(1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di Daerah.
{2) Apabila dianggap periu Bupati dapat menentukan lokasi vang tertutup untuk kegiatan
usaha pertamnbangan umum di Dascah

BABII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap usaha pertambangan umum
yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dmasfﬁﬁgmn tekhnis yang mengurus atan
mempunyai tugas dibidang pertambangan.

Pagal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini melipuii :
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diperpanjang untuk ditandatangani Bupati bila habis
masa berlalunya,

C:\My Docunmentsisk-huknmiKeputuzan PERTAMBANGAN UMUM.doc 4



b. Menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang
171n sesual dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

c. Membina dan mengkoordinasikan seiuruh kegiatan usaha pertambangan umum vang telah
memiliki Izin Usaha Pertambangan.

d. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan vang tidak memiliki izin.

e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai
peraluran yang beilaku.

f Menectapkan wilayah pertambangan rakyat.

BAD IV
I7ZIN USAHA PERTAMBANGNA UMUM

Pasai 5

(1) Usaha pertambangan nmum hanva dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin
Usaha Pertambangan (1UP) dar1 Bupat.

(2) Izin Usaha Perlambangan diberikan dalam bentuk Kuasa Perlamnbangan, Kontrak Karya
(KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin
Pertambangan Rakyat (STPR)

(3) Izin Usaha Pertambangan dimaksud avat (2) dapat berupa :

Penyelidikan umum

Eksplorasi

Fksploitas:

Pengolahan/Pemurniun

Pengangkutan
f Penjualan

{4)izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jemis bahan galian dan mineral
pengikuinya.

(5) Pada suatu wilayah yang sama dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan untuk bahan
galian vang herbeda

oo o

Pasal 6

{1) Luas wilayah 1zin Usaha Pertambangan {(1U¥) vang dapat diberikan kepada pemohon Izin

Usaha Pertambangun (TUP} sebugut berikui.

a. Kuasa Pertambangan penyclidikan umum tidak melcbihi 2.000 Ha dan untuk satu
badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 10.000 Ha.

b. Kontrak Karya dan Perianjian Karyva Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
penyelidikan umum maksimum 50.000 Ia

¢. Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak melebihi 1.000 Ha dan untuk satu badan
hnkum/perusahaan tidak boleh melebihi 5.000 Ha.

d. Kontrak Karva (KK) dan Perjanjian Karva Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) eksplorasi maksimum 25.000 Ha.

e. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi tidak melebihi 500 Ha dan untuk satn badan
hukum/perusahaan tidak boleh melebim 2.500 Ha.

[ Konttak Karya (KK) dan Perjunjian Kaiya Perusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2D) cksploitast maksimum 15.000 I1a.

(2) Jangka wakin I7in Usaha Pertambangan ditentnkan -

a. Penvelidikan umum diberikan untuk jangka waktu i tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 1 tahun.

b. Eksplorasi dibertkan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2
kali untuk waktu 1 tahun

¢. Ekspiotiasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, diberikan wakiu
selama-lamanya 20 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.
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d. Penganglkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun
dan dapat diperpamang sehap kahimmya untuk waktu S tahun.

Pasal 7

{1) Konirak Karya (KK) dau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
izin usahanya disahkan oleh Bupati sctelah mendapat persctujuan DPRD.

{2) Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
{PKP2B) diwajibkan membuat rencana/program Kerja tahunan dan setelah mendapat
rekomendasi dari Dinas/Bagian diharuskan menyampaikan dihadapan Dinas/Instansi
terkait dan tokoh masyarakat setempat sebelum mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

{1) Penetapan dan pembataian atas snatn wilayah pertambangan rakvat ditetapkan oleh Bupat.

(2} Luas dan balas-batas seria masa berlaku penelapan suatu wilayah pertambangau rakyat
Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) ditentukan olch Bupati berdasarkan hasil kajian
teknis ekonomis dan segnai dengan ketentnan pemndang-nndangan vang berlaku.

(3) Dalam hal cadangan vang tersedia seteiah ditinjan dari segi teknis dan ekonomis
memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :

a. Wilayah Izin Ussha Pertambangan/Kuasa Pertambangan (KP)YKontrak Karya
(KK)YPerjannan Karva Pengnrahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah ada
vepanjang mendapai perseiujuun pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) vang
bersangkutan.

b. Wilayah usaha pertambangan yang telah diciutkan/dikembalikan/dicabut/habiz masa
berlaku izin nsahanva.

{4) Penelupun suatu wilayah pertambangan rakyal harus dilengkapi dengau ;

a. Peta lokasi dengan skala minimal 1 : 50.000.

b. Historis pengnusahaan dan hnbungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat.

¢. Data keterdapafan cadangan vang diniiai iavak diusahakan secara pertambangan
raKyat.

(5) Pada =uatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan Izin
Usaha Pertambangan (IUPV¥Kuaza Pertambangan (KP)VKontrak Karya (KK)/Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang
mendapat persetujuan dari pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang sudah
ada.

{6) Usaha pertambangan rakvat tidak boleh menghalangs pengembangan nsaha pertambangan
vang sah lainnya Fuasa Pertambangan (KP)YKontrak Karva (KE)/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau
sebaliknya sepamang masmg-masing yang telah ditetapkan.

(7) Dalam hal terjadi sengkeia anfara pemegang Surat izin Pertambangan Rakvat (SIPR)
dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah lainnya, maka penyelesaiannya
dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang Izin Usaha Pertambangan
{IUP) vang bersangkutan.

Pasal 2

{1) Knasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diberikan kepada :
Instansi Pemerintah

Perusahaan Negara

Perusahaan [aerah

Perusahaan dengan modal antara Negara dan Daerah

Koperasi

Badan atau perorangan swasta

g0 o

o
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g Perusahaan dengan modal bercama antara Negara dan/atan Daerah dengan
Koperasi/Badan/Perorangan swasta.
(2) Sedangkan Kontrak Karva (KK) dan Perjanjian Karva Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) dapat diberikan kepada :
a. Perusahaan dengan modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing.
b. Badan dengan perorangan swasta.
¢. Swasla asing dengan perorangai.

Pasal 10

(1) Usaha Perlambangan Umum dalam rangka Kontrak Kuasa (KK) dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dilakukan oleh Badan Hukum yang
bergerak dibidang pertambangan umnm.

(2) Tata cara, prosedur, persvaratan dan format permohonan serta proses Izin Usaha
Pertambangan (TUP) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal i

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah Daerah, kecuali pada
tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat
fasilitas umum serta yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat vang dilarang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang
berhak, dan biaya vang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut memjadi tanggung
jawab pemegang Izin Usaha Pertamnbangan (IUP). :

Pagal 12

(1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Perlambangan (IUP) menggunakan perusahaan jasa
pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa
pertambangan tersebut hams mendapat izin terlebih dahnln dari Bupati.

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai Jasa Perfambangan akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Dupali.

Pasal 13

{1)Izin Penclitian pertambangan umum dalam rangka penclitian dan pengembangan
pertambangan diberikan kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perguruan
Tinggi oleh Bupati.

{2) Ketentuan tentang tata cara dan syarat pemberian Izin Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Surat Keterangan Izin Pemimjanan (SKIP) yang diberikan kepada perusahaan/perorangan
sebeium meiakukan kegiatan iapangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atas persetujuan
Kepala Dinas/Bagian.

Pasal 14

(1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan
(TUP) untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdahulu.

(2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk
mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya

(3) Wilayah Iam vang digunakan sebagm penmmang kegiatan usaha pertambangan diluar
wilayah Izin Usaha Pertambangan {IUP) berupa wilavah proyek harus mendapat izin dari
Bupati.
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Pasal 15

Dalam hai terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kKegiatan usaha
lain selain usuha pertambangan wmum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh
Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib
melaksanakan ketentvan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Hidup
Pertambangan dan norma-norma teknis pertambangan vang baik dan benar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 17

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya “Waste” sepanjang tidak digunakan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan nsahanya secara komersial.

BARV
HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 18

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak melakukan salah saiu atan
seluruh kegiatan :

Penyelidikan Umum

Fksplorasi

Studi Kelayakan

Konstruksi

Eksploitasi/prodnksi

Pengolahan/pemurnian

Pengangkutan
h. Penjualan

{2) Pemegang 1zin Usaha Pertambangan (1UP) dapat memindahkan 1zin usahanva kepada
pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan perseiujuan Daerah.

{3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak memasuki wilayah usaha
pertambangannya.

(4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUF) berhak menggunakan prasarana dan sarana
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

{5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak mengusahakan bahan galian atas
menajemennva sendir, dan remkonya dibebankan pada pemegang Izin  Usaha
Pertambangan (1UP) sesuai dengan rencana kerjanva.

B2 e T8

Pasal 10

{1} Pemegaug [zin Usaha Pertambangan (IUP) mendapat prioritas mengusahakan bahan galian
lain yang bukan bahan galian ikutan, yang ditemukan dalam wilayah Izin Usaha
Pertambangan (TTIP) tersebut

(2) Pengusahaan bahan gaiian sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dapat dilaksanakan
apabila rencana pengusahaanaya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh
Bupat:.

{3) Apabiia pemegang Izm llsaha Pertambangan (IUP) hdak menggunkan haknya untuk
mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusahaan
bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohona izin
dimaksud.
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BAB VI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

{1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantanan
lingkungan yaug dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melipiti pemberian persetujuan :

a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdai) vang terdiri dari Kerangka Acuan
{KA-Amdal), Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (REKL) dan Rencana
Pemantavan Lingkungan (RPL).

b. Upaya Pengeloiaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantanan Lingkungan (UPL)
untuk vang fidak wajib Amdai, disusun oieh masing-masing pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan
perafuran yang berlaku.

{3} Pemegang izn Usaha Pertambangan (IUP) wajib meiakukan pengelolaan dan
pemantavan lingkungau serta reklamast lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen
Amdal dan RKL RPL yang telah disctujui.

{4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{3) dilakukan seiama usaha pertambangan nmum beriangsung dan pada pasca tambang,

{5) Peruntukan lahan bekas tambang hasil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Bupati
dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang.

BAB VI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasul 21

1zin Usaha Pertambangan berakhir karena -
a. Dikembalikan.

b. Dibatalkan dan atau dicabut.

¢. Habig masa berlakunya,

Pusul 22

(1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan
{TUP)} telah diainkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnva masa berlaku Izin Usaba Pertambangan (IUP).

(2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah
berakhir dan pemegang [UP fidak mengamkan permohonan perpamjangan atan tidak
memenuhi persvaratan uniuk diberikan perpsnjangan, maka izin Usaha Pertambangan
(IUP) tersebut berakhir menwrut hukum.

Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana
dimaksnd pada pagal 21 hurmt'(a) Peraturan Daerah ini dengan cara :

a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alazan vang cukup.

b. Pengembalian [UP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 24

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf (b) Peraturan Daerah ini dapat
dilakukan dalam hal :
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a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah Izin Usaha Pertambangan
(1UIP), sebagm akibat kesalahan/revim dan pemohon,

b. Adanva  pelanggaran teknis vang dipandang dapat mengancam/membahavakan
lingkungan hidup.

¢. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
tidak ada kegiatan.

d. Melangga peraturan perundang-undangau yaug berlaku.

¢. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang
mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atan tidak mengindahkan kewajiban
—kewajiban vang tercantum dalam Surat Keputusan [zin Usaha Pertambangan (IUP).

f Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan negara

Pasai 25

{1} Jika berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (TUP) karena hal-hal dimaksud dalam pasal 21,

22 dan 23 dalam Peraturan [aerah im, maka :

a  Segula beban yang memjadi tanggungjawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
harus disclesatkan menurut hukum yang berlaku.

b. Wilayah ex Izin Usaha Pertambangan (IUP) kembali diknasai Negara/Pemerintah
Daerah.

c. Segala sesuatu vang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan
kelanjutan veaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
tanpa ganti g kepada ex. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (1UP).

d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan harus menyerahkan
semua dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian
tambang, dan peta batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IU'P) kepada Bupati. '

{2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan

(IUP} ierakhir untuk memindahkaw/mengangkut segala sesuatu vang mewjadi hak

miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf ¢ pasal ini.

(3) Barang atan bangnnan yang tidak dipindahkan/diangknt sesnai dengan batas waktn yang
teiah ditentukan dimaksud pada avat (2) pasal ini menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

{4) Menyimpang dari ketenfuan ayat (1) pasal ini, apabila Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah, maka akan diberikan ganti rugi
vang patut dan wajar kepada pemegang 17in Usaha Pertambangan (IUP).

BAB VI
HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN ITAK TANAIIL

Pasal 26

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan mengganti kerugian kepada yang
berhak, atas kerusakan szesuatu vang berada diatas tanah, didalam atau diluar wilayah
usaha pertambangannya akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
alau lidak.

(2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap cksploitasi sclain diwajibkan mengganti
kerngian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) distag juga diwajibkan mengganti lashan
vang digunakan dalam kegiatannya.

{3) Besarnva biaya ganti rugi dimaksud dalam avat (1) diatas didasarkan atas musyawarah dan
mufakat.

(4) Kerngian vang disebabkan oleh usaha dan duna pemegang izin usaba pertambangan atan
lebih dibebankan kepada mereka bersama.
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(i) Apabiia teiah diperoieh izin Usaha Pertambangan (IUP) atas suatu atau wilavah
pertambangan, maka pemegang hak {anah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha
pertambangan pada tanah vang berzangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a Sebelum pekerjaan dimulai  pemegang lzin  Usaha Pertambangan (IUP)
meper lihalkan surat 1zin atau salinaunya yaug sah dau memberitahiukan tentang
maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan.

b. Diberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjasn.

{(2)  Segala biaya vang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) vang berzangkutan.

Pasal 28

(1) Apabila para pihalt vang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27, maka penenivannya diserahkan kepada
Bupait.

{2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan dari Bupati
sehagaimana  dimaksnd dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada
Pengadiian Negeri setempat.

Pasal 22

Apahila telah diberikan Iz Usaha Pertambangan (1UP) pada zebidang tanah yang diatasnya
tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah lain kecuali
dengan persetujuan Bupati.

BAR IX
PENGEMBANGAN WILAY AH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SERTA KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

{1) Pemegang Izin Uszha Pertambangan (IUP) sesumi dengan tahap dan skala prioritas
usahanva, waiib untuk membantu program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan
Masvarakat setempat vang melipuii pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan
pertumbuhan ckonomi.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan
pembinaan dan pengawsasan terhadap pelaksanaan program Pengembangan Wilayah dan
Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat {1).

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan ferciptanya kemitraan usaha antara pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling
membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkutat persatuan.

Pasal 32

(1) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 antara lain
a. Membina atau sebagai Bapak Angkat veaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat
setempat.
b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan vang ada disekitar kegiatan.
c. Memberi kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan
kegiatan penunjang.
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d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut pelaksanakan reklamasi dan
revegetas:,

{2) Pelaksanaan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatwr lebih lamjut
dangan Keputusan Bupati,

BAB X
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

P

o

2
.

&=

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (1UV)} diwajibkan membayar luran Tetap yang
besamva dihitung berdasarkan iuas wilavah pertambangan dikalikan tarif sesuai dengan
cetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)} diwanbkan membayar [uran
Eksplorasi/Eksploitasi (Turan Produksi) vang besamya terganiung dari jenis bahan galian
dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{3) Pembayaran Iuran Tetap dam [uran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2)
diatas disetorkan langsung ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke Bupati dengan
tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

{4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada lahap eksploitasi‘produksi diwajibkan
untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahun Pengelolaan dan Pemantavan
Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan vang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas
atas nama Bupati.

{5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan memyampaikan Rencana
Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Pembiayaan Kegiatan untuk disetajni oleh
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk.

{6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada saat mulsi eksploitasi/produks: wajib
menempatkan Dana Jaminan Keklamasi pada Bank Pemerintah vang nilai dan
prosedurnya diaiur lebih lanjut dengan Kepuiusan Bupati.

{(7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan memyampaikan Laporan
Bulanan, Triwuian, Semester, Tahunan kepada Bupati dan tembusan kepada Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur dengan Bentuk dan format laporan
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

{8) Pemegang IzinUsaha Pertambangan (IUP) sebeium melakukan kegiatan harus teriebih
dahulu memberitahukan kepada Dinas/Instansi yang berwenang dan terkait tentang
rencana kerja.

{9) Pemegang Izin Usaaha Pertawbangan (IUP) hares mematuhi/muetaati peraturan
perundang-undangan mengenai Kesclamatan dan Keschatan Kerja (K3) serta lingkungan
hidup dibidang pertambangan umum.

{10) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ecksplorasi dan ecksploitasi selambat-
lambatnya 6 (cpam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusa Izin Usaha Pertambangan
{(1UP) nva harns sudah menyampaikan laporan mengenm pelaksanaan pematokan batas
wilayahnva dengan suatu berita acara vang disampaikan kepada Bupati.
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{11} Pemegang Izin Usaha Pertambangan (TUP) mulai tahap ekesplorasi dan eksploitasi harus
sidah mengusulkan Kepala tekmbk’ lambmmz‘Wak:i Kepala Tekmk kepada Kepala Dinas,
untuk disahkan sebagai penanggungjawab peiaksana E.3 dan pengelola lingkungan hidup
pertambangan.

(12) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus membnrie kesempatan kepada
Inspekiur Tambang dan aiau pelugas vang ditunjuk Bupati untuk melaksanakaun tugasnya
didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yan bersangkutan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34
Pembinaan

(1) Dinas / Bagian Tehms dapat melaksanakan bimbingan dan pembinaan, memberikan
pedomnan, dalam usaha pertambangan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan
galian yang belum dilaksanakan di dacrah.

{2) Dinag/ Bagian Tehnizs dalam rangka penvelenggaraan pengeiolaan usaha perfambangan
neﬁympkan dan memberikan pendldlkan dan pelatihan kepada aparat di daerah.

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagmimana dimaksnd dalam ayat {1) dan (2), Pemermtab
Daerah dapuai mengalokasikan dana setinggi-tingginya 10 % (Sepersepuluh) dari dana
Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagian Pemerintah Dacrah dan dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 35
Pengawasan Pertambangan

(1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan
(IUP) chiakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesum dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

{2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanaken pada semua tahapan
usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang vang mencakup aspek-aspek :

Eksplorasi
Eksplowasy/produks
Pemasaran/penjuaian
Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3)
Linglkuongan Hidup
Konservasi bahan galian
Keuangan, investasi, barang modal
Tenaga Kerja
Pengolghan data
Penggunaan produksi dalam negeri
Pengusaha, pengembangan dan penerapan teknologi
Penerapan standard pertambangan

. Jasa pertambangan

FromT e e Lo TR
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{3} Peleksanaan Pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran,
konservas:, Keselamatan dan Kesehatan Kena (K3) serta lingknngan mdup oleh Dinas
diiakukan sekurang-kurangnva ¢ {enam) bulan sekaii.

Pasal 36

(1) Pclaksanaan Pengawasan terhadap aspek Kesclamatan dan Keschatan Kerja (K3) dan
lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur
Tambang.

(2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehm Kerja (K3) dan
Lingkungan berpedoman kepada peraturan dan pernndangan vang beriakn.

(3) Tatacara pengawasan Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3) dan lingkungan beserta
pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yaang berlaku.
Pasal 37
Peiaksanaan pengawasan fenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan
penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standard pertambangan, investasi, divestasi,
dan keuvangan adalah berdasarkan hasil evaluasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
vang dilaksanakan oleh dinas setiap tahnn sekah atan sesnm dengan kebntuhan,
Pagal 38
(1) Bupati melaporkan pelaksanaan penvelenggaraan usaha pertambangan wmum
diwilayshnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral sespai perundangan yang berlakn.
{2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayai (1) berpedoman ketentuan vang berlaku.
BAB XIi
EKETENTUAN PIDANA
Pasal 39
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman
dengan pidana kwimngan seiama-iamanya 6 {(enam) buian atan denda sebanyak-banvaknya
Rp. 53.000,000,- (Lima juta rupiah).
(2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Deuda sebagaimanadiinaksud pada ayat (1) diselor ke Kas Daerah.

Paszal 40

Selain ketentuan sebagamimans vang diumaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) kepada
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dikenakan Pidana tambahan beruipa
pencabutan hak aiau perampasan barang-barang vang dipergunakan dalam melakukan tindak
pidana tersebut.
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HAR X1
PENYIDIKAN

Paaal 41

{1} Sealin Pejabai Peavidik Umuin vang berlugas menvidik tindak pidana. Penyidikan dapal
juga dilakukan olch Penyidik Pegawai Neger: Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah

Daerah yang pengangkatannya ditetupkan =esuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang beriaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
m berwenang :

a. Memerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan
peinet iksaan.

e. Menvuruh berhenti seorang fersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka

d. Melskukan penyitaan benda atau surat,
e. Mengainbil sidik jari dan memoiret seseorang,
f Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g  Mendutangkan orang ahli vang diperlakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan
perkara

Mengadakan penghentian penvidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
umuin baliwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut
pada penuntut umum tersangka atan keluarganya.

-

{3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan memyampaikan hasil penvidikannva kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XiV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
Izin Usaha Pertambangan berupa KP, KK dan PKP2B yang telah diterbitkan sebelum

terbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dan kewajibannya fetap berlakn sampai habis masa
berlakunya.

BABXV ....
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BAR XV

EETENTUAN PENUTUP

Fasul 43

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Peraturan Dacrah ini mulai berlaln pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahian pengundangan Peraturan Daersh ini dengan
penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Diundangitan di Sarolangun
Pada Tanggal . 16 Oc®be- 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

Oty

Dre. H. Hasan Basri Harun
Pembma Tk | Nip. 430 001 748

Drizabkan di Sarolangun
Pada Tanggal . ¢ OKTOB&- - 2001

5 o o

BUPATIAAROLANGUN

H MUHAMMAD MADEL

b

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2001 NOMOR 19
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IL

PEMNJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 37 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang kewenangan pemrintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom, dan dalam rangka terciptamnya pelaksanaan pelayanan prima pada usaha
pertambangan umum, maka perlu ditetapkan  peraturan daerash sebagai pedoman
penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang pertambangan umum.

Penstapan Peraturan Daerah ini  untuk menciptakan pengusahaan bahan galian secara
propesional vyang memerlukan kaidah-kaidah pertambangan vang benar dan efisien
sehingga dapat terwujudnya system pertambangan yang berkelanjutan dan dapat menjamin
kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan untuk
tertibnya hukum dan administrasi uzaha pertambangan umum dalam Kabupaten Sarolangun
pertu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

PENJELASANPASAL-DEMI PASAL

- Pasal 1, Cukup Jelas

- Pasal 2, wilayah pertambangan umum di daerah dapat ditetapkan dan Bupati dapat juga
menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum
didaerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pembangunan
yang berwawasan lingkungan, dan dampak penting yang mungkin timbul.

- Pasal 3, Cokup Jelas

- Pasal 4, Cukup Jelas

- Pasal 5, Cukup Jelas

- Pagal 6, Cukup Jelas

- Pagal 7, Cukup Jelas

- Pasal 8, Cukup Jelas

- Pasal 9, Cukup Jelas

- Pasal 10, Cukup Jelas

- Pasal 11, Cukup Jelas

- Pasal 12, Cukup Jelas

- Pagal 13, Cukup Jelas

- Pasal 14, Cukup Jelas

- Pasal 15, Cukup Jelas

- Pasal 16, Cukup Jelas

- Pasal 17, Cakup Jelas

- Pasal 18, Cukup Jelas

- Pasal 19, Cukup Jelas

- Pasal 20, Cukup Jelas

- Pasal 21, Cukup Jelas

- Pagal 22, Cukup Jelas

- Pasal 23, Cukup Jelas

- Pasal 24, Cukup Jelas

- Pasal 25, Cukup Jelas

- Pagzal 26, Cukup Jelas

- Pagal 27, Cukup Jelas

- Pasal 28, Cukup Jelas



Pasal 29, Cukup Jelas
Pasal 30, Cukup Jelas
Pasal 31, Cukup Jelas
Pasal 32, Cukup Jelas
Pasal 33, Cukup Jelas
Pasal 34, Cukup Jelas
Pasal 35, Cukup Jelas
Pasal 36, Cukup Jelas
Pasal 37, Cukup Jelas
Pasal 38, Cukup Jelas
Pasal 39, Cukup Jelas
Pasal 40, Cukup Jelas
Pasal 41, Cukup Jelas
Pasal 42, Cukup Jelas
Pasal 43, Cukup Jelas
Pagal 44, Cukup Jelas



